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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

{ | - PERATURAN BUPATI KARANGANYAR -

NOMOR 80 TAHUN 2017 v
o TEN’I‘ANG R

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN UMUM

- PADA DINAS PENANAMAN MODAL

' f DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

oa.

” BUPATI KARAN GANYAR

.bahwa dengan d1tetapkannya P‘efatur‘én. Bupatl S -
Karanganyar Nomor 43 Tahun 2017  tentang
,Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan - ’I‘erpadu Satu -

Pintu, perlu diatur lebih lanjut mengenai standar

operasional prosedur pelayanan umum pada D1nas -

- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa berdasarkan pertlrnbangan sebagalmanaf

" dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Operasional - Prosedur =
Pelayanan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Plntu, S

. Undang-Undang Gangguan (Hmder : OrdOnantIe} o
- Staatsblad 1926 Nomor 226, sebagalmana telah dlubahg
dengan Staatsblad 1940 Nomor 450; o :

Undang-Undang Nomor 13 - Tahun 1950 tentang :

" Pembentukan = Daerah-daerah Kabupaten dalam’_ -

Lingkungan Prov1ns1 Jawa Tengah

" Undang-Undang Nomor 5 Tahun | 1960 tentang -
Peraturan Dasar. Pokok-pokok ‘Agraria (Lembaran. ,

‘Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 1960 Nomor 104,

-~ Tambahan Lembaran Negara chubllk Indonema"’ -

Nomor 2043);

. Undang- Undang ‘Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wa_]lbv
 Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik =
“Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran S

"~ Negara Republik Indone31a Nornor 3214);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun = 1990 }'tentang
- Konservasi  Sumber Daya ~ Alam  Hayati dan.-
- Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara _
_' Repubhk Indonema Nomor 3419)



6 Undang—Undang Nomor . 36 Tahun 1999 tentang,_ e

. - Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia - H
¢ . Tahun 1990 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara["
 Republik Indonesia Nomor 3881); -

- 7 Undang-Undang Nomor 25 ‘Tahun 2007 tentang -

Penanaman Modal. (Lembaran Negara: Republik

 Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran e

Negara Republik Indones1a Nomor 4724);

' 8 Undang-Undang - Nomor 26 “Tahun - 2007 tentang' S

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia e

“Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara‘
Repubhk Indonesia Nomor 4725);

-9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha-’.}; o -
- Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik -~
Indonesm Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran_’_ R

Negara Republik Indone81a Nomor 4866), o

Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 49359);

3 ,' .‘10_.' ' Undang-Undang Nomor 4 = Tahun 2009 tcntang'_ .‘

o Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

1 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
- Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik' Indonesia ..

Republik Indonesia Nomor 4966), i

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

- Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara S

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun - 2009 tentang';v’;}.‘»;».‘;}v"

: Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan »v . :

.~ Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 5015);

a -113, ‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang’ Lalu k S

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

~ ‘Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran,b ‘, T

- Negara Repubhk Indonesia Nomor 5025); .

14 Undang-Undang Nomor - 25 Tahun 2009 }tentang:’_g" o -
~ Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubhk Indonesm' Ll
“Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara SR

S Repubhk Indonesia Nomor 5038), = o
~15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak,-’ |

. Daerah  dan Retribusi ~ Daerah . (Lembaran Negara o
* 'Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan. S

" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); -

. 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun - 2009 tentang
R Perlindungan dan Pengelolaan Llngkungan ‘Hidup =

 (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk ) :

~ Indonesia Nomor 5059), R

-~ 17. Undang-Undang - Nomor - 41 Tahun 2009 tentangv»

- - Perlindungan Lahan Pertaman Pangan Berkelanjutan

~ (Lembaran ‘Negara - Republik Indonesia Tahun 2009

~~ 'Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
V_Indone31a Nomor 5056), AR



‘ Undang—Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah |
~ Sakit (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 =
- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubhk;.f S
L Indonesia Nomor 5072), o
19, o
~ Pembentukan ~ Peraturan . Perundang-undangan o |

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangl'

. (Lembaran Negara  Republik Indonesm Tahun 2011

~~ Nomor 82, Tambahan Lembaran - Negara Repubhk o
.~ Indonesia Nomor 5234); :
20

‘Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara*-
SRS PR Republik Indonesia Nomor 5355); -
Lo 21,

’vUndang-Undang Nomor‘ 17 bTahun 2012 tentang |

Perkoperasian (Lembaran Negara ™ Repubhk ‘Indonesia

Undang—Undang ‘Nomor 3 . Tahun- 2014 tentang

- Perindustrian - (Lembaran Negara Repubhk Indonesia . - . o
- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
SO Repubhk Indonesia Nomor 5492); ’ SN
;. 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

~Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), zsebagalmana

- telah diubah beberapa Kkali terakhir dengan Undang-
- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua K S
“atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

' *Indones1a Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran -

L 23,

26

o7

'Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - R
Peraturan - Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang T
' -"Penyelenggaraan Telekomumkam (Lembaran ‘Negara
. Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan"-'
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); = .
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
- Penatagunaan Tanah (Lembaran ~ Negara ~Republik =~ =~
' Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, tambahan Lembaran’
. . Negara Repubhk Indonesia Nomor 4385); :
25..
' Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan =
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .=~
~ Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran S e
'Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ' A
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang, S
-, .Pedoman Pemberian Insentlf dan Pemberian Kemudahan B -
~ Penanaman Modal di . Daerah (Lembaran Negara
* Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan,'

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4861);

‘Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
- Kawasan Industri (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
-~ Tahun' 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesm Nomor 4987)r o )



©o o8,

)

Peraturan Pemenntah Nomor 1 Tahun 2011 tentang -
~ Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
- Berkelanjutan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5185); ’ '

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang} |

Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta .

'~ Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

~30.

- 3o

o 330 _
¢ R Pelayanan Terpadu Satu P1ntu d1 Bldang Penanaman; c
. Modal;
- 34.
~ Daftar Bidang Usaha yang Tcrtutup dan Bidang Usaha

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan - |

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 522 1);

Peraturan Pemerintah  Nomor 107 Tahun 2015 tentang
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Repubhk .
“Indonesia Tahun 2015 Nomor 329); . - Lo
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang}v

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887); :
‘Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang, o
~ Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang ‘Usaha "
Tertutup  dan Bidang = Usaha Terbuka dengan .

Persyaratan di Bldang Penanaman Modal _
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Peraturah Pfes1den Nomor 36 - Tahun 2010 tentang -

' yang Terbuka dengan PerSyaratan di Bidang Pcnanaman' |

35,
" 36.

L 37,

- 38,

- ‘Modal; o S
Peraturan Pre31den Nomor 74 'I‘ahun 2013 tentang"',:

. Pengendahan dan Pengawasan Minuman Beralkohol;- .
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; '

Peraturan Menteri - Dalam Negeri Nomor 24 Tahun N

2006 - tentang Pedoman. Penyelenggaraan Pelayanan S
- Terpadu Satu Pintu; RER
‘Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,
“Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan o
‘Standar Operas1onal Prosedur Adm1n1stras1 R
‘ Pemermtahan, L . ’ ‘ ' o
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14‘ LT
. Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik =
 Lokasi Reklame (Lembaran Daerah Kabupatenj

Karanganyar Tahun 2006 Nomor 14)



41,

42,

a3,

sebagaimana - telah dlubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang B
- Perubahan - atas. Peraturan  Daerah ‘Kabupaten =
Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan S

~ (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015~
- Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\f o

 Karanganyar Nomor 45);, R
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 N e

Tahun 2009 -tentang Penataan dan Pembmaan Pasar = . .
Tradisional, Pusat Pcrbelan_]aan, dan Toko  Modern
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 'I‘ahun' coe

2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah’ Kablipaten Karanganyar Nomor 1’ C
. Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerahg S

Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 L ‘
~Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran o

 Daerah ‘Kabupaten Karanganyar -Tahun 2012 Nomor

- 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah = =
Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun- 2015 tentang = -
Perubahan - atas - Peraturan Daerah’ Kabupaten
. Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi .

- Jasa  Umum (Lembaran “Daerah - Kabupaten -

~ Karanganyar - Tahun 2015 Nomor 4, Tambaha.n

. Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31), RN
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 =~ =
- Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran»f
Daerah - Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor

' 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 ‘tentang |
Perubahan atas . Peraturan Daerah Kabupaten} e
Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi -

- Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

~ Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah'_ SRTT
' Kabupaten Karanganyar Nomor 49); =~ .
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 SO
- Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu_' S
" (Lembaran Daerah Kabupaten ’ Karanganyar Tahunf.v o
2012 Nomor 6); - : ) LT
Peraturan Daerah: Kabupaten Karanganyar Nomor 1’;; R
. '_Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang W1layah; R
- Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran =~
‘Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1,
~ Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar e

o Nomor 3), L .

» Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 217 .
~ Tahun 2009 tentang ‘Bangunan - (Lembaran Daerah = -
Kabupaten - Karanganyar ‘Tahun 2009 Nomor 21), = =



a7

- 48.

: Pcraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 RIS

Tahun 2013 . tentang Izin Usaha Jasa Konstruksr:, =

o _(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2013 Nomor 6); o o

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 S

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan,

 Kesehatan Hewan dan Pcnkanan (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar DR

- Nomor 10), sebagaimana telah diubah’ dengan Peraturan =~ =
- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015 L e

 tentang Perubahan atas »Peraturan Daerah - Kabupaten
 Karanganyar Nomor . 11 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Peternakan, Keschatan Hewan, dan =
~ Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
© Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah. B

~ Kabupaten Karanganyar Nomor 32); '
‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24

~ Tahun 2015 tentang Perlindungan Industri (Lembaran

 Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor -
24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangayar FEREE
~ Nomor 48); : : IR
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16” oo

50, SEE
~ ‘Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan =

~ Perangkat Daerah - (Lembaran Daerah 'Kabupatcn

51,

 operasional  prosedur pelayanan umum pada Dinas o
~ Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu =
- (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017_':};“:.; .

' Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16); S
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016_.7 RS
. _tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi - =~

" dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan = . -
Terpadu Satu Pintu (Berita . Daerah Kabupaten SR

Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106)

- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor a3 Tahun 2017 .
" tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perlzman Terpadu

‘Satu Pintu, perlu diatur lebih lanjut mengenal standar

E Nornor 43), o

© MEMUTUSKAN :

»PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL;':Y:’T':
.~ PROSEDUR -~ PELAYANAN  UMUM  PADA DINAS ~
- PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU




BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupau ini yang dimaksud dengan

1.
2.

10.
11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karanganyar. ‘

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang
memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati -
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan
dalam memberikan Pelayanan di Bidang Penanaman
Modal, serta Pelayanan Perizinan dan non Perizinan
secara terpadu.

Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten'
Karanganyar.

.. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya

disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi
dan alat penilaian kinerja = instansi pemerintah
berdasarkan indikator-indikator teknis administrasi
dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur
kerja, dan sistem kerja pada unit organisasi yang
bersangkutan. : '
Perizinan adalah pemberian legahtas kepada seseorang
atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam
bentuk izin maupun tanda daftar usaha. S

Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau
dokumen lainnya kepada orang perorangan atau badan
hukum.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi yang
diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang
secara teknis terkait dengan perizinan yang dimohon.
Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar yang secara teknis terkait
dengan jenis perizinan yang dimohon. v
Hari Kerja adalah hari yang dipakai Pegawai Negen Sipil
dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan

pekerjaan berdasarkan surat ketetapan atau edaran =

Bupati yang telah ditetapkan.



BAB II R
JENIS PELAYANAN .

: ' o Pasal 2
»_ Pelayanan umum d1 DPMP’I‘SP terdm darl
a. pelayanan penzman : B
- b pelayanan non perizinan; - '. o
peIayanan 1nforma31 :

v ' . Pasal 3 _ DT o
L Pelayanan penzman sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2
‘huruf a, mel1put1 ‘ T

. Iz1n Prlns1p Penanaman Modal
. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
. Iz1n Prm31p Perluasan Penanaman Modal :

DON=

- Penanaman Modal
5. Izin Usaha Penanaman Modal oL e
6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal o
7
8

. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;

. Izin Usaha Penggabungan ' (merger) : Perusahaan o

'Penanaman Modal

L 9 Izin Lokasi; - -

-+ 10.1Izin Pemanfaatan Tanah L
" 11.Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPP’I‘) S
12.Izin Operasional Menara Bersama (IOMB);

o - '13.Izin Usaha Jasa Konstruks1 (IUJK) dan Tanda Daftar

- Usaha Jasa Konstruks1, o
 14.1zin Mendirikan Bangunan (IMB),

_ '15. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum,

. 16.Izin Gangguan (HO); - S
~ 17.1zin Reklame/Pengelolaan Titik Loka81 Reklame, B
.~ 18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) o
' 19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); =
- 20.Izin Usaha Industri (IUI) Menengah
~ 21.Izin Usaha Industri (IUI) Kecil;
© i . 22.Tanda Daftar Gudang (TDG); = .
- 23.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Trad1smnal (IUP2T)
© 1. 24.1zin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), TR
25, Izin Usaha Toko Modern (IUTM], .
'26.1zin Usaha Penggilingan Padi; =
27.Tanda Daftar Usaha Penggxhngan Pad1
 28.1zin Usaha Peternakan;
- 29.Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat
~ 30.1zin Trayek; SRSCE R ,
- 31.Kartu Pcngawasan, ) "

. 32.Izin ‘Operasional RSU (Klas D C), RS Khusus (Klas C), -

- 33.1zin Pendirian dan Operas1ona1 Puskesmas, e
. 34.1zin Klinik; - o
-~ 35.1zin Klinik Perusahaan /Tempat Kexja,
. 36. Izin Klinik Kecantikan;. -~~~ -
o 37.1zin Laboratorlum Khmk RS
o 38.lzin Apotlk . L



f.

39. Izin Toko Obét;

40. Izin Optik;

41.Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

42. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi;

43. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

44.Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;

45. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

46. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;

47.Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Keglatan Hlburan
- dan Rekreasi;

48. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;

49.Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan
- Pameran; '

50. Tanda Daftar Usaha Konsultan Pariwisata;

51. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

52. Tanda Daftar Usaha Wisata Txrta

53. Tanda Daftar Usaha SPA

- 54.1zin Tanda Daftar Produsen dan Pengedar Benih Bina

Tanaman Pengan

: Pasal 4
Pelayanan non perizinan sebagaimana d1maksud dalam
pasal 2 huruf b, meliputi : :
a. pembatalan/pencabutan perizinan;
b. pelayanan informasi dan penanganan aduan;
c. pelayanan surat keterangan; .
d. pelayanan rekomendasu dari OPD terkalt

' Pasal S v
(1) Pelayanan rekomendasi dari OPD terkait sebagaumana
dimaksud Pasal 4 huruf d diajukan melalui DPMPTSP.
(2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
~ diterbitkan paling lama 7 hari sejak berkas lengkap
diterima.

Pasal 6
Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf ¢, meliputi : v
1. kebijakan penanaman modal; :
2. pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan non
perizinan;

3. laporan kegiatan penanaman modal.

_ BABII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7
(1) Standar Operasmnal Prosedur pelayanan meliputi jenis
perizinan, dasar hukum, mekanisme, persyaratan
biaya, waktu penyelesaian dan masa berlaku izin,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini. ' ' . -



(2) Persyaratan yang sama dalam pelayanan penzman yang
bersifat paralel cukup satu.

'  BABIV -
EVALUASI DAN PELAPORAN

, | ' Pasal8 |
(1) Kepala DPMPTSP melakukan evaluasi atas pelaksanaan v

penyelenggaraan pelayanan umum setiap 6 (enam)

: bulan sekali.
(2) Kepala DPMPTSP melaporkan: hasil evaluasi atas
' pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum setiap 6
(enam) bulan sekali kepada Bupati. .

- BAB \Y
KETENTUAN PENUT UP

 Pasal9 | -
- Peraturan - Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. o

Agar setiap ox_"ang . mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan - Peraturan Bupati = ini dengan
penempatannya - dalam  Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar.

Dltetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar -
Pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
ttd |

SAMSI
'BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 17 NOMOR 80

Salinan scsuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH :

KABUPATEN KARANGANYAR -
Kepala Bagian Hukum
Kep a‘ a\g1 11 ’OA

'd
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